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Abstrak
 

Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Musyawarah Desa sebagai organ Badan Usaha Milik Desa

dengan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan terkait terutama dalam Peraturan Pemerintah

No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Skripsi ini menjabarkan mengenai perbedaan susunan

perangkat organisasi Badan Usaha Milik Desa sebelum dan setelah terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah status hukum Badan Usaha Milik Desa dari yang sebelumnya

merupakan badan usaha menjadi berstatus badan hukum. Skripsi ini juga mengkaji apakah kedudukan

Musyawarah Desa sebagai organ Badan Usaha Milik Desa akan menimbulkan potensi risiko terjadinya

konflik kepentingan dengan peran yang juga dimiliki oleh Kedudukan Desa dalam konstruksi pemerintahan

Desa. Dari hasil kajian yuridis yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat adanya kedudukan ganda

dalam perangkat organisasi Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.

11 Tahun 2021 yang terletak pada kedudukan Kepala Desa sebagai Penasihat Badan Usaha Milik Desa dan

juga kedudukannya sebagai fasilitator Musyawarah Desa. Selain itu terdapat pula ketidakjelasan mengenai

pertanggungjawaban Musyawarah Desa sebagai organ dengan kekuasaan tertinggi dalam Badan Usaha

Milik Desa. Adanya ketidakjelasan dalam pembatasan wewenang Musyawarah Desa ini mengakibatkan

munculnya potensi risiko dalam pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa. Maka dari itu, skripsi ini

mendorong disusunnya peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai batasan wewenang dari Musyawarah

Desa sebagai organ Badan Usaha Milik Desa.

......This thesis discusses the position of the Village Meeting as an organ of Village-Owned Enterprises by

analyzing the provisions of the relevant laws and regulations, specifically the regulation of Government

Regulation Num. 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises. This thesis describes the differences in

the structure of the organs of Village-Owned Enterprises before and after the issuance of Law Num. 11 of

2020 concerning Job Creation, which changes the legal status of Village-Owned Enterprises from a business

entity to being a legal entity. This thesis also examines whether the position of the Village Meeting as an

organ of the Village-Owned Enterprises will pose a potential conflict of interest with the role that the Head

of Village also has in the village administration. Based on the juridical studies that have been carried out,

there is a dual position in the management organ of Village-Owned Enterprises as regulated in Government

Regulation Num. 11 of 2021 which lies in the position of the Head of Village as an Advisor to Village-

Owned Enterprises and also his position as a Village Meeting facilitator. In addition, there is also

uncertainty regarding the accountability of the Village Deliberation as the organ of management with the

highest power in Village-Owned Enterprises. The existence of ambiguity in limiting the authority of the

Village Meeting has resulted in the emergence of potential risks in the implementation of Village-Owned

Enterprises activities. Therefore, this thesis encourages the formulation of regulations that further regulate

the limits of authority of the Village Meeting as an organ of the Village-Owned Enterprise. 
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